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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
banyak nikmat dan kesempatan, sehingga kami stakeholder Pengadilan Negeri Tembilahan dapat
menyelesaikan penyusunan Reviu ke-1 Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
Reviu ke-1 Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 ini dilakukan untuk memenuhi
amanah Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Reviu ke-1 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2020
sampai dengan Tahun 2024 berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan,
indikator kinerja dan pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Dengan tersusunnya reiew Renstra ini,
diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Mahkamah
Agung Rl dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Reviu ke-1
Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang lebih akuntabel.

Akhirnya, disadari oleh seluruh stakeholder Pengadilan Negeri Tembilahan bahwa dalam
menyusun Reviu ke-1 Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 satuan kerja
Pengadilan Negeri Tembilahan ini masih belum sempurna. Harapan seluruh stakeholder Pengadilan
Negeri Tembilahan semoga dokumen hasil Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024
satuan kerja Pengadilan Negeri Tembilahan ini dapat menjadi acuan perencanaan dan mengevaluasi
kinerja organisasi selama lima tahun, agar kedepannya dapat melaksanakan kinerja lebih produktif,
efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun

koordinasi pelaksanaannya.
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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Tembilahan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia tanggal 29 April 1969 Nomor : J. B. 1/2/10, yang diresmikan
oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau pada tanggal 05 Juli 1969. Pengadilan Negeri
Tembilahan berada di Kabupaten Indragiri Hilir dan dibawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi
Pekanbaru. Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai lembaga peradilan dan pelaksanan
kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di
bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan
Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi.

Pengadilan Negeri Tembilahan merupakan lingkungan peradilan umum di bawah
Mahkamah Agung Rl sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna penegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri
Tembilahan sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang

menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Pengadilan Negeri Kelas Il Tembilahan

mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan Pelayanan Teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi
perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan

peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.

- 1 - | Reviu be-! Rencara Strategia 2020 - 2024 PENGADILAN NEGER! TEMBILAHAN



3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan

Pengadilan Negeri (umum, kepegawaian dan keuangan).

4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum pada

instansi pemerintah di daerah hukumnya..

5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah
Mahkamah Agung mempunyai peranan yang strategis di bidang kekuasaan kehakiman.
Sebagai bagian dari tubuh Mahkamah Agung tentunya peran strategis Pengadilan Negeri
Tembilahan turut menjadi penentu keberhasilan Mahkamah Agung dalam melaksanakan
kekuasaan kehakiman (yudikatif) dan manajemen di bidang administratif, personil,
financial serta sarana prasarana. Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai kepanjangan
tangan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum, tidak lepas dari birokrasi. Birokrasi
bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam
berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi
merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam
rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para
birokrat yang ada dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).
Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Negeri
Tembilahan sebagai salah satu pilot project reformasi birokrasi di Indonesia tentunya
berkewajiban untuk mendorong pembaharuan yang komprehensif, sistematis dan
berkelanjutan untuk menciptakan birokrasi di lembaga peradilan yang professional, efektif,
efisien, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Negeri Tembilahan selaku kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung
memiliki tugas dan tanggungjawab serta peran yang strategis dalam melaksanakan
prioritas pembangunan dalam bidang hukum dan aparatur. Hal tersebut dapat terwujud
bila didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta
profesional. Arah pengembangan Pengadilan Negeri Tembilahan lima tahun kedepan dititik
beratkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM
dalam penegakkan hukum yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya

tujuan bernegara.
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Peningkatan Peran Pengadilan Negeri Tembilahan mengacu pada kerangka lembaga
peradilan yang ideal (Frame for Court Excellent) sebagaimana yang dikembangkan dan
digunakan secarainternational berdasarkan ODA (Organization Diagnostic Assesment), ada
tujuh area / bidang utama yang memerlukan peningkatan dalam lembaga

peradilan,sebagai berikut :

1. KEPERPIMPIMN AN DAMN MNMAMAIEMNMEM
PEMGADILAMN

2. KEBUAKAM-KEEBUAKAMN PEMNGADI LAM

3. SUPBER DAYA MMAMUSLA, SARANA-PRASARAMN A
DAM KEUAMNGAMN

4a. PENYELEMN GGARAAM PERSIDAMGAMN

5. KEBUTUHAMN DAMKEPUASAM PEMNGGUM A
PEMGADI LAM
. FPELAYAMAMN PENGADILAMN YAMNG TERJAMNGEAL
7. KEFERCAY &AM DAM KEYAKIMNAMN MASYARAK AT
L— PADA PENGADILAMN

1.2 Potensi dan Permasalahan
1. Kekuatan Yang Dimiliki (Strength)
Kekuatan (strength) yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tembilahan, sebagai berikut :
1.1. Pimpinan memiliki Integritas, Profesional dan Wibawa.
1.2. Cetak Biru (Blueprint) sebagai kebijakan dan langkah konkrit yang terstruktur,
terukur dan tepat sasaran
1.3. Peradilan Negeri menerapkan SIPP dalam rangka menyelesaikan perkara tepat
waktu, transparan dan akuntabel
1.4. Komitmen dalam memberikan pelayanan prima, bantuan hukum dan
penyelesaian perkara bagi semua masyarakat pencari keadilan (justice fo all)
1.5. Mediasi sebagai kebijakan alternatif penyelesaian Perkara di pengadilan
1.6. Pemanfaat Teknologi Informasi sebagai sarana penunjang Tugas Pokok dan Fungsi
Peradilan Umum
2. Kelemahan (Weakness)
Berikut ini kelemahan-kelemahan yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan-
perbaikan, sebagai berikut :
2.1. Gedung Kantor sebagai sarana pelayanan belum prototype dan belum memadai
2.2. Masih adanya budaya feodal dalam organisasi di Peradilan Umum

2.3. Pelaksanaan Standar Operating Procedure di Peradilan Umum belum optimal
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2.4. Belum sesuainya kebutuhan anggaran dengan rencana anggaran yang telah
diusulkan

2.5. Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Tembilahan secara kuantitas dan/ atau
jumlah belum terpenuhi

2.6. Peningkatan Sumber Daya Manusia melaui Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah
Agung masih lemah

2.7. Belum ada auditor pengawas internal di Pengadilan Negeri Tembilahan

2.8. Tingkat keberhasilan mediasi dalam penanganan perkara masih rendah

3. Peluang (Opportunity)

Berikut ini peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan,

sebagai berikut :

3.1. Penegakan Hukum dan HAM menjadi sektor prioritas pembangunan dalam RPJMN
dan RPJPN

3.2. Tersedianya anggaran negara untuk bantuan hukum dan penanganan perkara
prodeo

3.3. Adanya Tunjangan Kinerja/Remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan
kinerja pegawai

3.4. Adanya Sosialisi, Bimbingan eknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi
Pekanbaru maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia

3.5. Tersedianya fasilitas Teknologi Informasi yang mempermudah masyarakat untuk
mendapatkan informasi pengadilan dan mengakses produk pengadilan

4. Ancaman (Threat)

Berikut ini adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dapat dicari

strategi untuk tetap dalam dilakukan perbaikan, sebagai berikut :

4.1. Meningkatnya jumlah SDM Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang
terkena hukuman disiplin

4.2. Terjadinya demontrasi berkaitan dengan adanya kesenjangan penghasilan yang diterima
dalam satu lembaga Mahkamah Agung

4.3. Suasana kerja yang tidak kondusif karena penempatan pimpinan atau pejabat dan
pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi

4.4. Pelaksanaan reward dan punishment yang masih dilakukan atas dasar like and dislike

4.5. Praktek pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh oknum aparatur Peradilan
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4.6. Pembangunan Gedung Kantor yang tidak sesuai standar kelayakan diwilayah rawan
bencana gempa bumi

4.7. Terjadinya pengrusakan oleh oknum pegawai dan/ atau masyarakat umum terhadap
gedung dan fasilitas kantor karena sistem keamanan yang tidak baik

4.8. Bahaya virus dan hacker yang merusakan sistem Teknologi Informasi yang mendukung
Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

4.9. Adanya tekanan politik dan kepentingan dalam pelaksanaan penegakan hukum di

Pengadilan
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BAB I1 VISI, MISI
DAN TUJUAN

2.1 Visi dan Misi
Visi
Reviu ke-1 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2020 — 2024 merupakan komitmen
bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara
sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur
kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah
Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 — 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) 2020 — 2024, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun

2020 - 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk

mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tembilahan
Visi Pengadilan Negeri Tembilahan mengacu pada Visi Mahkamah Agung Rl adalah sebagai berikut :
“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN YANG AGUNG”

Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan

organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebagai berikut :

Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tembilahan
Menjaga Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tembilahan

i A

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Tembilahan
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2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai
dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi

Pengadilan Negeri Tembilahan

Melalui pelaksanaan misinya Pengadilan Negeri Tembilahan berupaya untuk mencapai
tujuan-tujuan strategis sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap Pencari Keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan

Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun

2024.

Sebagai bentuk penjabaran dari tujuan strategis Pengadilan Negeri Tembilahan

menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Kinerja lembaga peradilan dalam mewujudkan Proses Peradilan yang pasti, Transparan
dan Akuntabel sangat dibutuhkan oleh pencari keadilan dalam memperoleh kepastian
hukum. Pengadilan Negeri Tembilahan menyadari hal itu, maka untuk mendorong
terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel, Pengadilan Negeri
Tembilahan membuat perangkat standar operasional prosedur dalam Proses Peradilan
yang pasti, Transparan dan Akuntabel, dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Indikator Kinerja dalam mewujudkan Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan
Akuntabel, antara lain :

Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan

Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Sm o o0 oo

Index Kepuasan Pencari Keadilan
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2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Kinerja lembaga peradilan dalam Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian

perkara sangat dibutuhkan oleh pencari keadilan demi memperoleh kepastian hukum.

Pengadilan Negeri Tembilahan menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan

Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Tembilahan membuat

perangkat standar operasional prosedur dalam Peningkatan efektivitas Pengelolaan

penyelesaian perkara, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator Kinerja

dalam Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, antara lain :

a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat
waktu

b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat
Waktu

c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang
Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat
Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Kinerja lembaga peradilan dalam peningkatan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin

dan terpinggirkan sangat dibutuhkan bagi pencari keadilan untuk memperoleh
kepastian hukum. Pengadilan Negeri Tembilahan menyadari hal itu, maka untuk
mendorong meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
Pengadilan Negeri Tembilahan membuat perangkat standar operasional prosedur
dalam proses meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Indikator Kinerja dalam meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan, antara lain : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Indikator Kinerja dalam meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, antara

lain : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
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Tabel
MATRIK HUBUNGAN
TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS INDIIKATOR KINERJA UTAMA

el CEREREpaes 1. Terwujudnya Proses  a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang

kebutuhan dan Diselesaikan

: Peradilan yang Pasti
kepuasannya terpenuhi yans " b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang

Transparan dan Diselesaikan

b. Persentase Perkara Perdata yang
Diselesaikan Tepat Waktu

c. Persentase perkara pidana yang
diselesaikan tepat waktu

Akuntabel

d. Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Banding

e. Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

f. Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali

g. Persentase Perkara Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi

h. Index Kepuasan Pencari Keadilan

2. Peningkatan a. Persentase Salinan Putusan Perkara
Efektivitas Perdata yang dikirim kepada Para
Pengelolaan Pihak tepat waktu
Penyelesaian b. Persentase Salinan Putusan Perkara
Perkara Pidana yang dikirim kepada Para

Pihak Tepat Waktu

c. Persentase Perkara yang Diselesaikan
Melalui Mediasi

d. Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan
Tepat Waktu

e. ersentase Putusan Perkara yang
Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Putus
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St eyt celliEnE 3, Meningkatnya Akses  Persentase Pencari Keadilan Golongan
dapat menjangkau badan Peradilan bagi Tertentu yang Mendapat Layanan
peradilan Masyarakat Miskin ~ Bantuan Hukum (Posbakum)

dan Terpinggirkan

4. Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata yang
Kepatuhan Terhadap Ditindaklanjuti (dieksekusi)
Putusan Pengadilan
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BAB III ARAH KEBIJAKAN
DAN STRATEGIS

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung
Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peran yang penting dalam
menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai
pilar penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung keberhasilan pelaksanaan
pembangunan nasional. Pembangunan bidang hukum dan aparatur menjadi prioritas
yang berkesinambungan pada RPJMN 2010-2014, yang hasilnya adalah terciptanya
kepastian hukum yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih;
meningkatnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; serta terciptanya
aparatur negara yang profesional melalui reformasi birokrasi dan tatakelola yang baik.
Sejalan dengan tantangan pembangunan ke depan dan perkembangan lingkungan
strategis, maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat
untuk periode RPJMN 2020-2024, terutama dalam menyelesaikan berbagai
permasalahan yang masih dihadapi, dan memberikan dukungan bagi pencapaian
keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Bidang Hukum dan Aparatur perlu
memerhatikan keterpaduan dari berbagai aspek, baik antar kelembagaan maupun
kewilayahan. Melalui pembangunan sistem koordinasi dan informasi terpadu di bidang
hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana, telah menciptakan proses
penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif. Sedangkan, pembangunan bidang
Aparatur Negara akan sangat terkait dengan pembangunan di bidang lain, terutama
bidang desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, melalui perbaikan kualitas
pelayanan publik di lingkungan birokrasi juga akan sangat menentukan tingkat
keberhasilan pembangunan.
a. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Hukum

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana

pembangunan hukum 2020-2024 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran

utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum
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diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas;
pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam
12 (dua belas) strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan
Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat
Penegak Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan
Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM;
Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan
Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun
strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat
menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan
ekonomi.
1. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum
Upaya untuk menciptakan kualitas penegakan hukum dilaksanakan melalui :
1.1 Peningkatan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana
Melalui keterpaduan substansi KUHAP maupun peraturan perundang-
undangan lainnya; sinkronisasi kelembagaan melalui penyempurnaan
mekanisme koordinasi dan forum komunikasi; pendidikan aparat penegak
hukum; pembangunan sarana dan prasarana sistem informasi perkara pidana
beserta kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Barang
Sitaan; serta optimalisasi sistem pengawasan internal dan eksternal guna
mewujudkan lembaga penegak hukum yang transparan dan akuntabel.
1.2 Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak
Sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan
dengan hukum berlandaskan prinsip restorative justice, dibutuhkan
peningkatan  koordinasi antar Kementerian/Lembaga;  peningkatan
kemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders; penyusunan peraturan
pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengembangan
restorative justice.
1.3 Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat
Diarahkan untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi,
terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan kepastian investasi,

terutama penegakan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan
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strategi berupa revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata
secara umum maupun khusus terkait hukum kontrak, perlindungan HKI,
pembentukan penyelesaian sengketa acara cepat (small claim court), dan
peningkatan utilisasi lembaga mediasi.

1.4 Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum
Merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat penegak
hukum melalui strategi peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum,
penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, serta rekrutmen aparat
penegak hukum.

1.5 Pelayanan Hukum
Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat melalui
strategi pilot project pelayanan mobil terpadu di bidang imigrasi, hak cipta, dan
paten.

2. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi

dilaksanakan melalui :

2.1 Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi
Melalui strategi harmonisasi peraturan perundangundangan di bidang tindak
pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan UNCACyang telah diratifikasi
oleh Indonesia, baik melalui revisi maupun pembentukan peraturan
perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi.

2.2 Efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi
Melalui optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi, pelaksanaan
kerjasama luar negeri (mutual legal assistance) dalam pengembalian aset hasil
tindak pidana korupsi, serta penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring
evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

2.3 Pencegahan korupsi
Melalui strategi pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga
perguruan tinggi maupun pendidikan anti korupsi bagi aparat penegak hukum
dan penyelenggara negara.

3. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM
Upaya untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM

dilaksanakan melalui :
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3.1 Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM
Melalui strategi harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan
prinsip HAM dan kesetaraan gender.

3.2 Penegakan HAM
Melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM,;
optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM serta pembentukan
komisi ad hoc untuk memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di
masa lalu dan pemulihan hak korban.

3.3 Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat
Melalui strategi sosialisasi, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum,
penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan bantuan hukum, optimalisasi pelaksanaan sidang keliling,
pemanfaatan dana prodeo bagi masyarakat miskin, serta peningkatan
pelayanan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan.

3.4 Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum
dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,
termasuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak; serta
penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak, termasuk dalam mengurangi pra dan pasca trauma.

3.5 Pendidikan HAM
Melalui strategi pendidikan HAM aparat penegak hukum dan penyelenggara
Negara serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian, pengkajian dan
kerjasama HAM pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan swasta.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Aparatur
Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,
dinamis dan integratif, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang
aparatur negara tahun 2015-2019 dikelompokkan berdasarkan sasaran sebagai
berikut:
1. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah

sebagai berikut :
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1.1 Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif
Dalam rangka memulihkan kepercayaan publik kepada institusi birokrasi dan
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, maka akan terus
diperkuat strategi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Integritas
Nasional (SIN) dan menutup peluang terjadinya korupsi dalam sistem
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kebijakan nasional
yang mengatur integritas birokrasi diperkuat dan memastikan seluruh
K/L/pemda melaksanakannya secara efektif. Penerapan sistem integritas
melalui strategi antara lain: internalisasi nilai-nilai integritas dalam birokrasi
untuk membentuk karakter dan kultur birokrasi yang bersih; penegakan kode
etik dan kode perilaku penyelenggaran negara dan pemerintahan; penerapan
penanganan konflik kepentingan dengan efektif; pengelolaan laporan
kekayaan pegawai; penerapan sistem whistleblowing; penerapan penanganan
gratifikasi; dan transparansi dalam penerapan sistem integritas di K/L/pemda.

1.2 Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis
Strategi yang ditempuh antara lain: harmonisasi berbagai kebijakan yang
mengatur pengawasan; pembentukan UU Sistem Pengawasan Intern
Pemerintah; peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan
independensi APIP, dan peningkatan jumlah, kompetensi, dan integritas
auditor intern dan ekstern. Strategi lainnya yang ditempuh adalah: peningkatan
sinergitas antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan
masyarakat, dan penegakan hukum; peningkatkan transparansi dalam
pengawasan dan pengelolaan tindaklanjut hasil pengawasan, dan penyusunan
rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus pada pengawalan
prioritas pembangunan. Pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang
efektif, merupakan bagian dari upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam
pengawasan pembangunan.

1.3 Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas
keuangan dan kinerja
Ruang lingkup strategi yang ditempuh meliputi antara lain: percepatan
penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual (perbaikan sistem
dan manajemen informasi keuangan negara); penyelarasan fungsi

perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev, dan pelaporan berbasis TIK;
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pemantapan implementasi SAKIP, yang meliputi: penyempurnaan kebijakan
dan peningkatan efektivitas dan kualitas implementasinya. Strategi lainnya,
adalah mendorong transparansi melalui peningkatan pengelolaan
danpelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dengan mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah
untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti
diatur dalam UU No. 14 tahun 2008

1.4 Peningkatan fairness, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan
barang dan jasa
Langkah-langkah yang ditempuh antara lain: penyempurnaan dan
penguatan kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah, termasuk dalam
rangka penataan pasar pengadaan dan penguatan industri/usaha nasional;
penyempurnaan sistem e- procurement dan peningkatan kualitas
implementasinya, termasuk perluasan cakupan produk dalam e-catalog;
standarisasi LPSE; pelaksanaan pengadaan melalui skema konsolidasi;
dukungan database penyedia; peningkatan kompetensi dan integritas SDM
pengadaan, termasuk penguatan jabatan fungsional pengadaan;
pengembangan mekanisme dan aturan main/ tata laksana melalui
peningkatan efektifitas ULP, dan peningkatan efektifitas pelaksanaan
fungsinya; dan penerapan SPIP khusus pada pengadaan besar dan
pelaksanaan probity audit.

2. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah

sebagai berikut :

2.1 Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas
implementasinya
Agenda reformasi birokrasi terus dilanjutkan secara berkesinambungan pada
seluruh instansi pemerintah dan ditingkatkan kualitasnya. Hal ini untuk
memberikan kepastian dan kesinambungan perhatian terhadap arah, tahapan,
strategi dan capaian reformasi birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-
langkah yang akan ditempuh antara lain: (1) penyusunan payung hukum yang
lebih kuat dan bersinambungan bagi agenda reformasi birokrasi; (2) Penguatan

kerangka regulasi bidang aparatur negara; (3) Penguatan kelembagaan dan
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tatakelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (4) Penyempurnaan
kebijakan reformasi birokrasi nasional (Grand Design dan Road Map); (5)
Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah pusat dan
daerah; (6) Penyempurnaan kebijakan operasional dan instrumen evaluasi
pelaksanaan RBN; dan (7) Meningkatkan partisipasi publik dalam gerakan RBN:
CSO, media, dan akademia.

2.2 Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi
dan sinergis
Penataan  kelembagaan diharapkan dapat menciptakan  struktur
ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang mampu melaksanakan good and
clean governance, danterwujudmekanisme check and balances antar lembaga.
Selanjutnya penataan kelembagaan dielaborasi melalui berbagai strategi
antara lain: (1) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah
(Kementerian, LPNK, LNS), melalui penyusunan RUU Kelembagaan Pemerintah;
(2) revitalisasi kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah, yang
mencakup penataan tugas, fungsi, dan kewenangan; review/audit organisasi
K/L; penyederhanaan struktur, secara vertikal dan horizontal; penguatan
kelembagaan yang berfungsi sebagai central agencies dan koordinasi; dan
mengedepankan pendekatan kewilayahan dalam perubahan tata kelembagaan
nasional; dan (3) penguatan sinergi antar lembaga baik di pusat maupun di
daerah (well interconnected governance system), agar terwujud sinergi tata
kelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak
terfragmentasi. Ditempuh pula strategi meningkatkan kapasitas pemerintah
nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan bagi
daerah otonom secara lebih maksimal.

2.3 Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis
e-Government
Strategi yang akan dilaksanakan dalam penataan bisnis proses, antara lain: (1)
review dan penyederhanaan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan, sehingga terwujud bisnis proses yang transparan dan efisien;(2)
peningkatan tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (RUU); (3)
akselerasi penerapan e-gov yang terintegrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan, melalui penguatan kebijakan, penguatan
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kelembagaan, penguatan profesionalisme SDM, serta penguatan infrastruktur
e-government, serta pengendalian belanja sistem dan insfrastruktur e-
government; dan (4) penguatan keterbukaan pemerintah melalui upaya
memastikan implementasi UU KIP.

2.4 Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit
untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat
Arah kebijakan ini untuk mendukung implementasi UU No. 5/2014 tentang
Aparatur Sipil Negara secara konsisten sebagai upaya mendukung reformasi
birokrasi nasional. Strategi yang akan ditempuh antara lain: penyelesaian
peraturan perundangundangan sebagai implementasi UU ASN; peningkatan
kualitas perencanaan kebutuhan ASN, termasuk dalam rangka pengendalian
jumlah ASN dan pendistribusiannya sesuai kebutuhan organisasi birokrasi dan
mendukung prioritas pembangunan; penguatan kebijakan dan implementasi
sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi,
diantaranya melalui penyempurnaan tatakelola seleksi dan perluasan
implementasi CAT system, penguatan kebijakan dan implementasi sistem
promosi terbuka, termasuk pemanfaatan assesment center; dan penguatan
kebijakan dan implementasi manajemen kinerja pegawai, termasuk
pengembangan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja.
Sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN dikembangkan melalui dukungan
sistem informasi ASN, termasuk pengembangan database profil kompetensi
calon dan pejabat tinggi ASN. Sedangkan profesionalisasi ASN dilakukan
melalui peningkatan dan pengendalian kualitas diklat berbasis kompetensi
yang mencakup standar kompetensi jabatan, sistem diklat dan kurikulum,
metode pembelajaran, kualitas lembaga diklat, kualitas widyaiswara, kebijakan
batas jam minimal mengikuti diklat, training plan setiap K/L/pemda.
Perbaikan kesejahteraan pegawai ditempuh melalui upaya penyempurnaan
sistem penggajian dan pensiun yang adil, layak, dan berbasis kinerja, serta
penyempurnaan sistem jaminan sosial bagi ASN yang lebih baik. Langkah-
langkah lainnya meliputi: penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi
implementasi manajemen ASN pada K/L/pemda; penguatan sistem dan
kelembagaan perlindungan sistem merit dalam manajemen ASN, sebagai

operasionalisasi KASN; dan penguatan kebijakan dan implementasi/
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internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN,
termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan.
2.5 Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif
Strategi penerapan sistem manajemen kiinerja nasional dilakukan melalui
antara lain: (1) harmonisasi dan penguatan kebijakan yang mengatur tentang
sistem manajemen kinerja pembangunan nasional; (2) pengembangan sistem
manajemen kinerja pembangunan nasional, yang antara lain mengatur
penetapan indikator kinerja nasional dan indikator kinerja K/L dan Pemda; (3)
pengembangan logframe pembangunan nasional dan penjabarannya sebagai
acuan bagi pengorganisasian dan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan; (4) penguatan dan peningkatan sinergi sistem perencanaan,
penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap
kinerja pembangunan nasional; dan penerapan sistem reward and punishment.
Langkah lainnya adalah: penguatan integrasi/sinergi antara manajemen kinerja
nasional dan manajemen kinerja K/L/pemda; penetapan kebijakan
pengawasan nasional untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan yang
tertuang di dalam RPJMN; dan optimalisasi penerapan e-Government yang
terintegrasi untuk mendukung pengembangan manajemen data kinerja
pembangunan, pengendalian dan penyusunan laporan, dan penggunaannya
secara terpadu dan on-line, sehingga memudahkan proses pengambilan
keputusan secara cepat.
2.6 Peningkatan kualitas kebijakan publik

Daya saing suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh kualitas kebijakan yang
unggul dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk
meningkatkan kualitas kebijakan publik, yang dilaksanakan melalui strategi
antara lain: (1) penguatan sinergi kelembagaan dan tata kelola dalam
perumusan kebijakan; (2) peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM
perumusan kebijakan; dan (3) penguatan evidence based policy. Perluasan
partisipasi publik dalam proses kebijakan akan terus ditingkatkan sehingga
produk kebijakan yang dihasilkan dapat menyelesaikan permasalahan dan

mendapat dukungan dari masyarakat dalam implementasinya.
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2.7 Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk
mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan
transformatif
Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengembangan kepemimpinan
birokrasi, melalui strategi antara lain: (1) pembentukan dan pengembangan
jabatan pimpinan tinggi; (2) penerapan sistem promosi terbuka, transparan,
kompetitif, dan berbasis kompetensi untuk untuk jabatan pimpinan tinggi; (3)
penyempurnaan sistem diklat kepemimpinan untuk jabatan pimpinan tinggi,
yang meliputi: penguatan Diklatpim; pembentukan Akademi ASN dan
pemantapan Diklat kepemimpinan perubahan Reform Leaders Academy (RLA).

2.8 Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi
Inti dari arah kebijakan ini adalah untuk melakukan pengurangan overhead cost
(biaya rutin) sehingga terwujud efektifitas dan efisiensi dalam manajemen
birokrasi dan mengalokasikan lebih banyak pembiayaan untuk pelayanan
publik. Strategi yang diimplementasikan, antara lain: (1) pengendalian belanja
pegawai, yang meliputi penyusunan kebijakan tentang batas maksimum
belanja pegawai; review dan assessment proporsi belanja pegawai; dan
efisiensi pelaksanaan belanja pegawai di setiap instansi; (2) pengendalian
belanja operasional kantor, yang mencakup langkah-langkah review dan
assessment belanja operasional kantor dan penerapan reward and punishment
untuk efisiensi belanja aparatur. Strategi lainnya adalah: pengendalian belanja
sarana dan prasarana aparatur, dan pengendalian komponen belanja
administrasi dalam kegiatan pembangunan.

2.9 Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu
Dalam rangka untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan perlu
didukung oleh manajemen kearsipan yang handal dan komprehensif yang
berbasis pada TIK. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan manajemen
kearsipan antara lain: (1) Peningkatan pengelolaan arsip untuk menjamin
akuntabilitas, tranparansi, produktivitas, perlindungan kepentingan negara dan
hak-hak keperdataan rakyat serta peningkatan kualitas pelayanan publik; (2)
Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip sebagai
bahan pertanggungjawaban berbangsa dan bernegara, aset nasional, serta

memori kolektif bangsa; (3) Pemantapan dan peningkatan pemanfaatan Sistem
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Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
(JIKN), termasuk pengelolaan arsip aset dan pengembangan portal kearsipan
terkait peraturan perundang-undangan.
3. Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas
3.1 Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan
Strategi yang akan ditempuh, antara lain: memastikan kepatuhan terhadap UU
Pelayanan Publik; peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam
penyelenggaraan pelayanan publik; penguatan integrasi berbagai jenis
pelayanan publik (pelayanan satu atap, di pusat dan di daerah); menciptakan
layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal
15 hari; memberikan kemudahan administrasi yang selama ini menghambat
dalam kegiatan investasi; dan membantu daerahdaerah yang kapasitas
berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik
melalui fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Manajemen pelayanan
ditingkatkan pula melalui penyederhanaan prosedur pelayanan dan
percepatan penerapan ICT (e-gov); peningkatan kualitas SDM pelayanan:
kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani; dan percepatan
penerapan standar pelayanan dalam perencanaan dan penganggaran. Strategi
lainnya adalah penetapan quick wins nasional pelayanan publik; penguatan
inovasi pelayanan publik; dan perluasan replikasi pelayanan publik terbaik (best
practices). Langkah reformasi pelayanan publik ditempuh juga melalui
penguatan desa, kelurahan, dan kecamatan, sebagai ujung tombak pelayanan
publik, sebagai bagian dari implementasi UU Desa secara sistematis konsisten
dan berkelanjutan.
3.2 Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik

Strategi dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik
dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain: penguatan monev kinerja
pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB; peningkatan efektifitas
pengawasan pelayanan publik oleh ORI; penguatan fungsi inspektorat dalam
monev kinerja pelayanan publik di K/L/pemda, antara lain melalui sistem
mystery shoppers (pengawasan dengan menyamar sebagai pelanggan);
membuka ruang partisipasi publik melalui penerapan citizen charter;

penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara
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nasional; dan penerapan reward and punishment terhadap kinerja pelayanan
publik.
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Tembilahan

Pengadilan Negeri Tembilahan dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung Rl dan
Kebijakan Prioritas Nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan
aparatur telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan visi
dan misi Pengadilan Negeri Tembilahan. Adapun arah kebijakan dan strategi tersebut
adalah sebagai berikut :
2. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
3. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
4. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Arah kebijakan tersebut di atas, sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh unit
Eselon | Mahkamah Agung RI. Adapun program-program yang harus dilaksanakan
Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Untuk melaksanakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum perlu
adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun
indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum adalah sebagaimana tabel berikut :

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang
Diselesaikan
b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang
Diselesaikan
c. Persentase Perkara Perdata yang
Diselesaikan Tepat Waktu
d. Persentase perkara pidana yang
diselesaikan tepat waktu

Transparan dan Akuntabel

e. Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Banding

f. Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
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g. Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali

h. Persentase Perkara Pidana Anak yang
Diselesaikan dengan Diversi

i. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Peningkatan  Efektivitas  Pengelolaan Persentase Salinan Putusan Perkara
Penyelesaian Perkara Perdata yang dikirim kepada Para
Pihak tepat waktu
b. Persentase Salinan Putusan Perkara
Pidana yang dikirim kepada Para
Pihak Tepat Waktu

o

c. Persentase Perkara yang Diselesaikan
Melalui Mediasi

d. Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan
Tepat Waktu

e. ersentase Putusan Perkara yang
Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Putus

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Persentase Pencari Keadilan Golongan
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Persentase Putusan Perkara Perdata yang
Putusan Pengadilan Ditindaklanjuti (dieksekusi)

2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung
Untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agungperlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan
orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

adalah sebagaimana tabel berikut :
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Terwujudnya Proses Peradilan a. Persentase Sisa Perkara Perdata
yang Diselesaikan
b. Persentase Sisa Perkara Pidana
Akuntabel yang Diselesaikan
c. Persentase Perkara Perdata yang
Diselesaikan Tepat Waktu
d. Persentase perkara pidana yang
diselesaikan tepat waktu

yang Pasti, Transparan dan

e. Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Banding

f. Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

g. Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali

h. Persentase Perkara Pidana Anak
yang Diselesaikan dengan Diversi

i. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Peningkatan Efektivitas a. Persentase Salinan Putusan
Pengelolaan Penyelesaian Perkara Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat waktu
b. Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat Waktu

c. Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui Mediasi

d. Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan
PK yang Diajukan Secara Lengkap
dan Tepat Waktu

e. ersentase Putusan Perkara yang
Menarik Perhatian Masyarakat
yang Dapat Diakses Secara Online
dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Untuk melaksanakanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agungperlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil.
Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel berikut :
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Peningkatan Efektivitas a. Persentase Salinan Putusan
Pengelolaan Penyelesaian Perkara Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat waktu
b. Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat Waktu

c. Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui Mediasi

d. Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi, dan
PK yang Diajukan Secara Lengkap
dan Tepat Waktu

e. ersentase Putusan Perkara yang
Menarik Perhatian Masyarakat
yang Dapat Diakses Secara Online
dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

3.3 Kerangka Regulasi
Kerangka Regulasi adalah agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik
maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi
turunan undang-undang yang dikaitkan dengan tusi badan peradilan.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area :

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

a. Tujuan:Mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja
organisasi serta pola pikir dan budaya kerja

b. Target yang ingin dicapai adalah:
1) Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai K/L dalam melakukan reformasi

birokrasi

2) Terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja K/L
3) Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi

terhadap perubahan
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c. Surat Keputusan :

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 122 Tahun 2021
tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Tim Reformasi Birokrasi pada
Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 121 Tahun 2021
tanggal 1 November 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 131 Tahun 2021
tanggal 3 November 2021 tentang Penunjukan Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan
Negeri Tembilahan Kelas Il .

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas || Nomor 62 Tahun 2020
tanggal 4 Agustus 2020 tentang Komitmen Bersama dalam rangka pemberian layanan
berstandar Akreditasi penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
(tidak ada perubahan di tahun 2021).

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas || Nomor 98 Tahun 2021
tanggal 3 Agustus 2021 tentang Motto pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il.

~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 92 Tahun 2021
tanggal 19 Juli 2021 tentang Yel-Yel Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas .

~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas I Nomor
W4.U5/0977/KP.04.10/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Visi dan Misi pada
Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas lI(tidak ada perubahan di tahun 2021).

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 126 Tahun 2021
tanggal 3 November 2021 tentang Audit Internal pada Pengadilan Negeri Tembilahan
Kelas II.

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 94 Tahun 2021
tanggal 26 Juli 2021 tentang Standar Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri
Tembilahan Kelas II.

~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas I Nomor
W4.U5/2104/KP.04.10/1X/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penunjukan
Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas Korupsi/Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il. tidak ada

perubahan di tahun 2021).
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~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 130 tanggal 3
November 2021 tentang Penunjukan Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan
pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas I Nomor
W4.U5/2106/KP.04.10/1X/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pemberlakuan
Manual Mutu pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il. (tidak ada perubahan di
tahun 2021)

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 88 Tahun 2021
tanggal 19 Juli 2021 tentang Pembentukan Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan
Negeri Tembilahan Kelas Il.

~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 93 Tahun 2021
tanggal 19 Juli 2021 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan
Negeri Tembilahan Kelas Il.

~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas [I  Nomor
W4.U5/2115/KP.04.10/1X/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pedoman
Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il. (tidak ada
perubahan di tahun 2021).

~ SuratKeputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 16 Tahun 2019
tanggal 22 Mei 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada
Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il. (tidak ada perubahan di tahun 2021).

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 128 Tahun 2021
tanggal 3 November 2021 tentang Penunjukan Tim Survei Korupsi pada Pengadilan

Negeri Tembilahan Kelas Il.

2. PERUNDANG-UNDANGAN
a. Tujuan:Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan yang
Dikeluarkan K/L
b. Target yang ingin dicapai adalah:
1) Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan
yang dikeluarkan K/L
2) Terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja K/L

3) Meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan K/L
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3. PENGUATAN ORGANISASI

a.

Tujuan : Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi K/L secara proporsional
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi K/L
menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).

Target yang ingin dicapai adalah:

1) Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi K/L ;

2) Meningkatnya kapasitas K/L dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Surat Keputusan :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 124 Tahun 2021
tanggal 3 November 2021 tentang Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 107 Tahun 2021
tanggal 9 Agustus 2021 tentang Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Tembilahan

Kelas II.

4. PENATAAN TATA LAKSANA

a.

Tujuan:untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja

yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing K/L dan Pemda

Target yang ingin dicapai adalah:

1) Meningkatnya penggunaan Tl dalam proses penyelenggaraan manajemen
pemerintahan K/L

2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di K/L

3) Meningkatnya kinerja di K/L

Surat Keputusan :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 61 Tahun 2021

tanggal 7 Juni 2021 tentang Penunjukan Kasir Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 22 Tahun 2019

tanggal 01 Juli 2019 tentang Penunjukan Pengawas dan Petugas Absensi Pengadilan

Negeri Tembilahan Kelas Il. (tidak ada perubahan di tahun 2021).

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 17 Tahun 2019

tanggal 01 Juli 2019 tentang Pendelegasian/Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua
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Pengadilan Negeri kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri
Tembilahan Kelas Il. (tidak ada perubahan di tahun 2021).

~ Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas 1l Nomor

W4.U5/0037/KP.04.6/1/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas |l pada DIPA BUA MARI TA 2021 dan
SK Sekretaris Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor W4.U5/0029/KP.04.6/1/2021
tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pengadilan
Negeri Tembilahan Kelas Il pada DIPA BADILUM MARI TA 2021.
Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas 1l Nomor
W4.U5/0037/KP.04.6/1/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Bendahara
Penerima Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il pada DIPA BUA MARI TA 2021 dan SK
Sekretaris Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor W4.U5/0030/KP.04.6/1/2021 tanggal
04 Januari 2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerima Pengadilan Negeri
Tembilahan Kelas Il pada DIPA BADILUM MARI TA 2021.

- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Negeri
Tembilahan Kelas Il Nomor W4.U5/0032/KP.04.6/1/2021 tanggal 4 Januari 2021
tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il pada DIPA BUA MARI TA 2021 dan SK Kuasa
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor
W4.U5/0025/KP.04.6/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat
Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri
Tembilahan Kelas Il pada DIPA BADILUM MARI TA 2021.

- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Penadilan Negeri
Tembilahan Kelas Il Nomor W4.U5/0034/KP.04.6/1/2019 tanggal 02 Januari 2021
tentang Penunjukan Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM Pengadilan
Negeri Tembilahan Kelas Il pada DIPA BUA MARI TA 2021 dan SK Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor
W4.U5/0027/KP.04.6/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat
Penguji SPP dan Penandatanganan SPM Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il pada
DIPA BADILUM MARI TA 2021.

~ Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Negeri
Tembilahan Kelas Il Nomor W4.U5/0033/KP.04.6/1/2021 tanggal 4 Januari 2021

tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan (Pembuat Daftar Gaji) Pengadilan Negeri
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Tembilahan Kelas Il pada DIPA BUA MARI TA 2021 dan SK Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor
W4.U5/0026/KP.04.6/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Staf
Pengelola Keuangan (Pembuat Daftar Gaji) Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il pada
DIPA BADILUM MARI TA 2021.

- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Negeri
Tembilahan Kelas Il Nomor W4.U5/0035/KP.04.6/1/2021 tanggal 4 Januari 2021
tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il
pada DIPA BUA MARI TA 2021 dan SK Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor W4.U5/0028/KP.04.6/1/2021 tanggal 4 Januari
2021 tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan Pengadilan Negeri Tembilahan
Kelas Il pada DIPA BADILUM MARI TA 2021.

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 141 Tahun 2021
tanggal 17 Desember 2021 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Mesin Genset pada
Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

-~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas 1l Nomor
W4.U5/2131/KP.04.10/X/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penunjukan
Admin Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri
Tembilahan Kelas Il. (tidak ada perubahan di tahun 2021).

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 112 Tahun 2021
Tentang Ketentuan Hari Dan Jam Kerja, Budaya Kerja, Budaya Tertib Dan Budaya Bersih
Bagi Hakim, Aparatur Sipil Negara Dan Tenaga Honorer Pada Pengadilan Negeri
Tembilahan Kelas Il

~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas 1l Nomor

W4.U5/2179/KP.04.10/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Penunjukan Petugas
Pengiriman Surat pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il. (tidak ada perubahan di
tahun 2021).

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 137 Tahun 2021
tanggal 17 Desember 2021 tentang Penunjukan Operator Sound system pada
Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas 1l Nomor
W4.U5/2133/KP.04.10/1X/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penunjukan
Operator SAIBA pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il. (tidak ada perubahan di
tahun 2021).
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~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 138 Tahun 2021
tanggal 17 Desember 2021 tentang Penunjukan Admin dan Operator Komdanas pada
Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 70 tanggal 27
September 2017 tentang Penunjukan Operator Aplikasi SIMAK BMN pada Pengadilan
Negeri Tembilahan Kelas Il. (tidak ada perubahan di tahun 2021).

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 105 Tahun 2021
tanggal 9 Agustus 2021 tentang Penunjukan Tim Pengelola Teknologi Informasi dan
Website pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas 1l Nomor
W4.U5/2182/KP.04.10/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 tentang Penunjukan Petugas
Penanggungjawab Pemeliharaan Inventaris pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas
Il. (tidak ada perubahan di tahun 2021).

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 67 tanggal 19 Juli
2021 tentang Penempatan Banner, Poster dan Tulisan lainnya pada Pengadilan Negeri
Tembilahan Kelas II.

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 20 Tahun 2018
tanggal 7 November 2018 tentang Penunjukan Tim Penertiban Parkir Kendaraan pada
Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas lI(tidak ada perubahan di tahun 2021).

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 119 tanggal 18
November 2021 tentang Penunjukan Petugas Jaga dan Keamanan sidang Perkara
Perdata dan Pidana pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il.

-~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas 1l Nomor
W4.U5/0550/KP.04.10/111/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Penunjukan
Penanggung Jawab Kearsipan pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II. (tidak ada
perubahan di tahun 201).

~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 43 Tahun 2021
tanggal 1 Juli 2021 tentang Penunjukan Koordinator Penanganan Bantuan
Panggilan/Pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 104 tanggal 9
Agustus 2021 tentang Penunjukan Petugas Pemegang Kunci Kantor Pengadilan Negeri

Tembilahan Kelas II.
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~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas 1l Nomor
W4.U5/0546/KP.04.10/111/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Penunjukan Petugas
Pengelola Perpustakaan pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II. (tidak ada
perubahan di tahun 2021).

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 136 Tahun 2021
tanggal 17 Desember 2021 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Taman pada
Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

- SuratKeputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 119 Tahun 2021
tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Petugas Juru Sumpah pada Pengadilan
Negeri Tembilahan Kelas .

~  SuratKeputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 107 Tahun 2021
tanggal 9 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri

Tembilahan Kelas II.

5. PENATAAN SDM APARATUR

a. Tujuan:Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur pada masing - masing K/L yang
didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi

b. Target yang ingin dicapai adalah:

1) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing - masing
K/L

2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada
masing - masing K/L.

3) Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing - masing K/L

4) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur pada masing - masing K/L

5) Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing - masing K/L

c. Surat Keputusan:

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 84 Tahun 2021
tanggal 16 Juli 2021 tentang Penunjukan Tim Assessment Pemilihan Agen Perubahan
sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il.

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 115 Tahun 2021
tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penunjukan Role Model dan Agen Perubahan pada

Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
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~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 68 Tahun 2021
tanggal 16 Juli 2019 tentang Susunan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

~  SuratKeputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 18 Tahun 2021
dan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penempatan Pegawai pada bagian Kepaniteraan
yang diperbantukan pada bagian PTSP dan Meja Informasi pada Pengadilan Negeri
Tembilahan Kelas II.

- SuratKeputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 32 Tahun 2019
tentang Tim Pelaksana Analisis Beban Kerja pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas
1.

~  SuratKeputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas [l Nomor 33 Tahun 2019
tentang Tim Pelaksana Analisis Jabatan tahun 2019 pada Pengadilan Negeri

Tembilahan Kelas II.

6. PENGUATAN PENGAWASAN

a. Tujuan:Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
pada masing-masing K/L.

b. Target yang ingin dicapai adalah:

1) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-
masing K/L

2) Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing K/L.

3) Meningkatnya status opini BPK pada masing-masing K/L

4) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang

c. Surat Keputusan:

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 120 Tahun 2021
tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada
Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 126 Tahun 2021
tanggal 3 November 2021 tentang Pembentukan Tim Audit Internal pada Pengadilan
Negeri Tembilahan Kelas .

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 127 Tahun 2021
tanggal 3 November 2021 tentang Pembentukan Tim Disiplin Kerja pada Pengadilan

Negeri Tembilahan Kelas Il.
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~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 99 Tahun 2021
tanggal 3 Agustus 2021 tentang Petugas Apel pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas
1.

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 140 Tahun 2021
tanggal 17 Desember 2021 tentang Penunjukan Tim Siwas Mahkamah Agung Rl pada
Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor
W4.U5/2141/KP.04.10/1X/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Format Laporan
Hasil Pengawasan (LHP) Bagi Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri
Tembilahan Kelas Il. (tidak ada perubahan di tahun 2021).

~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas 1l Nomor
W4.U5/2167/KP.04.10/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pedoman
Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il. (tidak ada

perubahan di tahun 2021).

7. PENATAAN AKUNTABILITAS KINERJA
a. Tujuan:Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas K/L
b. Target yangingin dicapai adalah:
1) Meningkatnya kinerja K/L;
2) Meningkatnya akuntabilitas K/L

c. Surat Keputusan:

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 59 Tahun 2019
tanggal 2 Desember 2019 tentang Reviu Indikator Kinerja pada Pengadilan Negeri
Tembilahan Kelas Il. (tidak ada perubahan di tahun 2021).

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 61 tahun 2019
tanggal 2 Desember 2019 tentang Reviu Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri
Tembilahan Kelas Il. (tidak ada perubahan di tahun 2021).

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas [l Nomor 2 Tahun 2020
tanggal 2 Januari 2020 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024
pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il. (tidak ada perubahan di tahun 2021).

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 85 Tahun 2020

tanggal 07 Desember 2020 tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
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Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il. (tidak ada
perubahan di tahun 2021).

8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

a. Tujuan:Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing masing K/L sesuai
kebutuhan dan harapan masyarakat

b. Target yang ingin dicapai adalah:

1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik ( lebih cepat, lebih murah, lebih aman,
dan lebih mudah dijangkau) pada K/L;

2) Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan
internasional pada K/L

3) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan
publik oleh masing-masing K/L

c. Surat Keputusan :

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 79 Tahun 2021
tanggal 16 Juli 2021 tentang Pembentukan Tim Survey Kepuasan Masyarakat terhadap
penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas 1.

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 139 Tahun 2021
tanggal 17 Desember 2021 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH)pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

~ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 18 Tahun 2021
dan Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Petugas Meja
| dan Meja Il Kepaniteraan Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il.

~  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 113 Tahun 2021
tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 114 Tahun 2021
tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penunjukan Petugas Meja Informasi pada Pengadilan
Negeri Tembilahan Kelas .

- SuratKeputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 15 Tahun 2021
tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Juru Bicara pada Pengadilan Negeri

Tembilahan Kelas II.
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~  SuratKeputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 31 Tahun 2019
tanggal 11 September 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Hubungan
Masyarakat pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il. (tidak ada perubahan di
tahun 2021).

- SuratKeputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il Nomor 83 Tahun 2021
tanggal 16 Juli 2021 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

pada Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

3.4 Kerangka Kelembagaan
Kerangka Kelembagaan adalah perangkat Kementrian lembaga sesuai dengan struktur
organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil yang digunakan untuk

mencapai visi, misi, tujuan dan strategi.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebagai berikut :

HERA POLOSIA DESTINY, S.H.

BAGINDA SULTAN FIRMANSYAH, S.H.

ANDRY KUSUMA PUTRA, SE

REYNALDO BINSAR HALOMOAN
SIHOMBING, S.H.

JANNER CHRISTIADI SINAGA, S.H.

HABIBI KURNIAWAN, S.H.

M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H.

JONTA GINTING, SH
ADRIAN SAHERWAN,S.H.
HENNY ANGGRAINI, S.H.

IWAN URIPNO

ERLINA, A.Md., Kep.

SUNARTI, S.E.

RAHMA DINANTI, S.H.
KHAIRUDDIN
SRI WAHYUNI

ABDUL RAHMAN

LINDAWATI, S.H.,M.H

Ketua
Panitera
Sekretaris

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim
Panmud Perdata
Panmud Hukum
Panmud Pidana

Kasubbag Umum dan Keuangan

Kasubbag Perencanaan, Tl dan
Pelaporan
Panitera Pengganti

Fungsional Umum/JSP

Staf Sub Bag. Kepegawaian,
Ortala/JSP
Staf Perdata

Staff
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RENDY MARYADI, S.T.
DWI RATNA SARI, A.Md
SYAHRUDDIN

BUDI TAMBUNAN
VEBRI YUSFA ROZA
SRI MUHNA RINTA, S.H.

TRIYANTO
SUPRIYATI, S.H.
BUDI KURNIAWAN
SHOLIHIN
ELPI ANDRIATI, S.H.
ESYI RATNASARI, S.H.

YUYUN SRI MAYUNITA, S.H.

FRA HENDRA NABILA

Pengadilan Negeri Tembilahan mempunyai tugas pokok dan fungsi “menerima,
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.” Untuk
dapat terlaksananya Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut,
makaperlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan susunan bagan
organisasi yang telah ditentukan. Berikut pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan

struktur organisasi Pengadilan Negeri Tembilahan. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah

CPNS
CPNS

Staf Sub Bag. Umum dan
Keuangan
Staf Perdata

Staf Hukum

Staf Sub Bag. Umum dan
Keuangan
Sopir

Staf Pidana
Satpam
Satpam

Staf Perdata

Staf Sub Bag. Umum dan
Keuangan
Staf Pidana

Sopir

Agung Rl No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015, yaitu :

1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri):

1. Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-

surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim

untuk diselesaikan.

2. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah

Panitera/Sekretaris, pejabat Struktural lainnya dan fungsional, serta perangkat

administrasi peradilan di daerah hukumnya.

3. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama

2. Majelis Hakim :

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.
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3. Panitera

1. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil
Panitera, para Panitera Muda, Panitera pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian
teknis Pengadilan Negeri.

2. Panitera, Wakil panitera, Panitera Muda dan Panitera pengganti bertugas membantu
Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

3. Panitera membuat daftar perkara perkara perdata dan pidana yang diterima di
kepaniteraan.

4. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku

5. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta,
buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang

bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

4. Sekretaris

1. Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas para
Kepala Sub Bagian, Pejabat administrasi umum, serta seluruh pelaksana di bagian
kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas Il.

2. Sekretaris selaku Kuasa pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan
anggaran.

3. Sekretaris selaku Pengguna barang (Kuasa Pengguna Barang) bertanggung jawab atas
keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).

5. Panitera Muda Perdata:

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara,
menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan
dengaan masalah perkara perdata.

3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.

4. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat
tentang isinya.

5. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.

6. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan
kembali.

7. Menyerahkan arsip berkas in aktif perkara kepada Panitera Muda Hukum.
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6. Panitera Muda Pidana

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

2. Melaksanakan administrasi perkara mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan
berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan
masalah perkara pidana.

3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.

4. Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus
hakim atau diundurkan hari persidangannya.

5. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat
tentang isinya.

6. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta Lembaga

Pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.

7. Panitera Muda Hukum

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

2. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara,
menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara atau permohonan grasi
dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

8. Panitera Pengganti:
1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
2. Membantu hakim dalam hal :
1. Perkara Perdata :
1. Membuat penetapan hari sidang.
2. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang
berikutnya.
3. Mengetik keputusan.
2. Perkara Pidana:
1. Membuat penetapan hari sidang;
2. Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau
dirubah jenis penahanannya;
3. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang
berikutnya;

4. Melaporkan barang bukti kepada panitera;
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3.

4.

5. Mengetik putusan.
Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari-
hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda bersangkutan bila telah selesai

diminutasikan.

9. Jurusita Pengganti:

1.

6.

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis

Sidang dan Panitera;

. Menyampaikan Relaas panggilan sidang dan memberitahukan pengumuman-

pengumuman, teguran-teguran, proses-proses dan pemberitahuan putusan

Pengadilan menurut tata cara berdasarkan ketentuan undang-undang;

. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan/Majelis dan dengan teliti

melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah;

. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak yang

berkepentingan;

. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita

acaranya;

Melaksanakan tugasnya di Wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

10. Bagian Keuangan dan umum:

1.

Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan
biaya langganan telepon, listrik dan air bersih untuk mendapatkan penyelesaian
pembayaran.

Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai bahan untuk melakukan
pembayaran gaji/lembur dan rapel.

Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji .

Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas dalam rangka
kelancaran tugas.

Mengkoordinasikan penyusunan daftar usulan kegiatan sebagai bahan penyediaan
dana kegiatan.

Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima.

Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja rutin.

Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Memeriksa dan meneliti surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran rutin
sesuai dengan bukti-bukti pengeluarannya.

Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ ke dalam buku kas umum atau buku-buku
pembantu lainnya untuk dilakukan perhitungan dan verifikasi dengan mengetahui
perkembangan realisasi anggaran yang telah disediakan.

Sebagai koordinator wilayah dalam pelaporan Sistem Akutansi Instansi Pemerintah
(SIAP) dan pelaporan keuangan lainnya untuk dilaporkan ke Mahkamah Agung RI.
Mendistribusikanan pengelolaan arus surat masuk dengan sistem kartu kendali
untuk memperlancar penerimaan informasi.

Membuat Laporan Bulanan dan membuat laporan Inventaris setiap per semester
dan Laporan Tahunan

Pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi
Mengklasifikasikan arsip dilingkungan pengadilan negeri.

Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan,
pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat-surat dan
kantor.

Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap
untuk digunakan.

Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan
pertanggungjawaban penggunaan kendaraan dinas.

Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan
rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air bersih dan

kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

11. Sub Bagian Kepegawaian, organisasi dan Tata Laksana

Berdasarkan Pasal 291 PERMA No 7 Tahun 2015 Sub Bagian Kepegawaian, organisasi dan

Tata Laksana mempunyai tugas sebagai berikut:

Menyusun Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS untuk Gol. II.

Menyusun Surat Keputusan kenaikan pangkat untuk Gol. Ill/c kebawah.

Membuat usul pemberian kartu pegawai bagi CAPEG yang telah diangkat Pegawai
Negeri Sipil.

Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan DUK pegawai negeri.
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11.
12.
13.

Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi calon PNS kepada Dokter
penguji kesehatan atau tim penguji kesehatan bagi calon pegawai yang akan diangkat
menjadi pegawai negeri sipil.

Menyiapkan penyelenggaraan Sumpah PNS dan sumpah serta pelantikan jabatan
Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat.

Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural

Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai

Mengusulkan pemberhentian dan pemensiunan.

Menyusun DUK pegawai dalam lingkungan Pengadilan Negeri.

Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat serta

Penataan Organisasi dan tata laksana

12. Subbagian Perencanaan, Tekhnologi Informasi dan Pelaporan:

Berdasarkan Pasal 290 PERMA No 7 Tahun 2015 Subbagian Perencanaan, Tekhnologi

Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:

1.

2.

Menyiapkan bahan Pelaksanaan Perencanaan, Program, dan anggaran, pengelolaan

Tekhnologi Informasi dan statistik.

Melakukan Pemantauan, Evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
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4.1 Matrik Reviu ke-1 Renstra
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MATRIKS REVIU KE-1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi . Pengadilan Negeri Tembilahan
Visi :  Terwujudnya Pengadilan Negeri Tembilahan yang Agung
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4, Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Tujuan Target Sasaran Strategis
jangka

Menengah
(5 Tahun)

Uraian Indikator Kinerja % Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024
Pencari Keadilan Persentase Sisa Perkara 98 Terwujudnya Proses Persentase Sisa Perkara Perdata 98 100 100 100 100
merasa kebutuhan Perdata yang Diselesaikan Peradilan yang Pasti, yang Diselesaikan
dan kepuasannya Persentase Sisa Perkara 98 Transparan, dan Persentase Sisa Perkara Pidana 98 100 100 100 100
terpenuhi Pidana yang Diselesaikan Akuntabel yang Diselesaikan

Persentase Perkara Perdata 95 Persentase Perkara Perdata 95 95 95 95 95
yang Diselesaikan Tepat yang Diselesaikan Tepat Waktu

Waktu

Persentase perkara pidana 95 Persentase perkara pidana yang 95 97 97 97 97
yang diselesaikan tepat diselesaikan tepat waktu

waktu

Persentase Perkara yang 70 Persentase Perkara yang Tidak 70 80 80 80 80
Tidak Mengajukan Upaya Mengajukan Upaya Hukum

Hukum Banding Banding

Persentase Perkara Yang 80 Persentase Perkara Yang Tidak 80 85 85 85 85
Tidak Mengajukan Upaya Mengajukan Upaya Hukum

Hukum Kasasi Kasasi

Persentase perkara yang 90 Persentase perkara yang Tidak 90 93 93 93 93
Tidak Mengajukan Upaya Mengajukan Upaya Hukum

Hukum Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali

Persentase Perkara Pidana 10 Persentase Perkara Pidana Anak 10 10 10 10 10
Anak yang Diselesaikan yang Diselesaikan dengan

dengan Diversi Diversi
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Pencari keadilan
dapat menjangkau
Badan Peradilan
dengan mudah

Index Kepuasan Pencari
Keadilan

Persentase Salinan Putusan
Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat
waktu

Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat
Waktu

Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui Mediasi
Persentase Berkas Perkara
yang Dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK yang Diajukan
Secara Lengkap dan Tepat
Waktu

Persentase Putusan Perkara
yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang Dapat
Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Putus
Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)

85

90

90

10

90

90

100
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Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan
Meningkatnya
Kepatuhan terhadap
Putusan Pengadilan

Index Kepuasan Pencari
Keadilan

Persentase Salinan Putusan
Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat waktu

Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat Waktu

Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui Mediasi
Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi,
dan PK yang Diajukan Secara
Lengkap dan Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara
yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang Dapat Diakses
Secara Online dalam Waktu 1
Hari Setelah Putus
Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)

80

90

90

10

90

90

90

50

83

95

95

10

90

90

95

30

90

95

95

10

90

90

95

30

90

95

95

10

90

90

95

30

93

95

95

10

90

90

95

30



4.2 Matriks Rencana Anggaran

MATRIK RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020 - 2024

Dalam Ribuan Rupiah
NO  PROGRAM TAHUN ANGGARAN

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
4.358.229 4.636.603  4.895.680 4.731.140 4.731.140  17.099.420

Program
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
2 Program 25.000 37.500 73.500 500.000 500.000 127.500
Peningkatan
Sarana Prasarana
Aparatur
Mahkamah Agung
3 Program 150.620 149.350 150.853 174.200 174.200 847.540
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum
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BAB V PENUTUP

Reviu ke-1 Rencana strategis Pengadilan Negeri Tembilahan tahun 2020 — 2024 diarahkan
untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan
lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini
merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang
tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu

lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Tembilahan harus terus disempurnakan dari waktu
kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui
renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan

pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri
Tembilahan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan
dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020 — 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan

Negeri Tembilahan dapat terwujud dengan baik.
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LAMDPIRAN
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LAMDIRANT ¢
SK REVIU KE-T RENSTRA
TAHUN 2020-2024
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PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II

NOMOR : W4.U5/0087/KP.01/1/2022

TENTANG

REVIU KE- 4 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II,

Menimbang Ioa.

Memperhatikan : 1.

Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-
2035);

Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2021 Pengadilan Negeri
Tembilahan Kelas II perlu meninjau Rencana Strategis
Tahun 2020-2024;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun
1986 Tentang Peradilan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
KELAS II TENTANG PENETAPAN REVIU KE- 4 RENCANA
STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
KELAS II;

Menghapus dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor 3 Tahun
2020 tentang Rencana Strategis 2020-2024 pada Pengadilan
Negeri Tembilahan Kelas II;

Menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Tembilahan Kelas II tentang Reviu ke-4 Rencana Strategis 2020-
2024 Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas IL.;

Reviu ke-4 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024
sebagaimana tercantum dalam lampiran penetapan ini
merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan
Negeri Tembilahan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan,
menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen
perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan
evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra

Tahun 2020-2024;
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KELIMA Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tembilahan

pada tanggal 10 Januari 2022

EGERI TEMBILAHAN KELAS II,

RA POLOSIA DESTINY
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MATRIKS REVIU KE-1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi Pengadilan Negeri Tembilahan
Visi . Terwujudnya Pengadilan Negeri Tembilahan yang Agung
Misi : 5. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

6.
7.
8

Uraian
Pencari Keadilan
merasa kebutuhan
dan kepuasannya
terpenuhi
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Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Tujuan

Indikator Kinerja
Persentase Sisa Perkara
Perdata yang Diselesaikan
Persentase Sisa Perkara
Pidana yang Diselesaikan
Persentase Perkara Perdata
yang Diselesaikan Tepat
Waktu
Persentase perkara pidana
yang diselesaikan tepat
waktu
Persentase Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding
Persentase Perkara Yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi
Persentase perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan Kembali
Persentase Perkara Pidana
Anak yang Diselesaikan
dengan Diversi
Index Kepuasan Pencari
Keadilan

Target
jangka

Menengah
(5 Tahun)

98

98

95

95

70

80

90

10

85

Uraian
Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan, dan
Akuntabel

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja
Persentase Sisa Perkara Perdata
yang Diselesaikan
Persentase Sisa Perkara Pidana
yang Diselesaikan
Persentase Perkara Perdata
yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara pidana yang
diselesaikan tepat waktu

Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Banding

Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi

Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali
Persentase Perkara Pidana Anak
yang Diselesaikan dengan
Diversi

Index Kepuasan Pencari
Keadilan

2020

98

98

95

95

70

80

90

10

80

2021
100

100

95

97

80

85

93

10

83

2022
100

100

95

97

80

85

93

10

90

2023
100

100

95

97

80

85

93

10

90

2024
100

100

95

97

80

85

93

10

93



Pencari keadilan
dapat menjangkau
Badan Peradilan
dengan mudah

Persentase Salinan Putusan
Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat
waktu

Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat
Waktu

Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui Mediasi
Persentase Berkas Perkara
yang Dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK yang Diajukan
Secara Lengkap dan Tepat
Waktu

Persentase Putusan Perkara
yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang Dapat
Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Putus
Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)

90

90

10

90

90

100
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Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan
Meningkatnya
Kepatuhan terhadap
Putusan Pengadilan

Persentase Salinan Putusan
Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat waktu

Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat Waktu

Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui Mediasi
Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi,
dan PK yang Diajukan Secara
Lengkap dan Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara
yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang Dapat Diakses
Secara Online dalam Waktu 1
Hari Setelah Putus
Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)

90

90

10

90

90

90

50

95

95

10

90

90

95

30

OS5

95

10

90

90

95

30

95

95

10

90

90

95

30

95

95

10

90

90

95

30



LAMDIRAN 2 ¢
SK TIM PDENYUSUNAN
REVIU KE-1 RENSTRA
TAHUN 2020-2024
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PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II

NOMOR : W4.U5/0086/KP.01/1/2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024

PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II

Menimbang I C.
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bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (2020 - 2024) dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-
2035);

bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dan
Penetapan Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri
Tembilahan perlu membuat Rencana Strategis Tahun
2020-2024;

bahwa untuk membuat Rencana Strategis perlu
membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun
2020-2024;

bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan ini
dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas

sebagai Tim Penyusunan Renstra tersebut.

2024 PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN



Memperhatikan : 8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

9. Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;

10. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun
1986 Tentang Peradilan Umum;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008
tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN
KELAS II TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
2020-2024 PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II;
KEDUA : Menghapus dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II Nomor 2 Tahun
2020 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan
Negeri Tembilahan Kelas II;
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KETIGA : Menunjuk Tim kerja untuk melaksanakan penyusunan Rencana

Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II;

KEEMPAT : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Pimpinan pada

Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tembilahan

Pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

KELAS II

NOMOR W4.U5/0086/KP.01/1/2022

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024

PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II

NO NAMA/ NIP GOL/RUANG JABATAN JABATAN
KEDINASAN TIM
1 | Hera Polosia Destiny, S.H. Pembina/ Ketua Pembina
IV.a
NIP. 197902192001122002
2 | Baginda Sultan Firmansyah, S.H | Penata Tk. I/ Panitera Penanggung
1I.d Jawab
NIP. 197508251994031001
4 | Andry Kusuma Putra, S.E Penata Tk. I/ Sekretaris Penanggung
11.d Jawab
NIP. 198306132009041007
S | Sunarti, S.E Penata / Ill.c Kasubbag Ketua
Perencanaan,
NIP. 198704272009122006 IT, dan
Pelaporan
6 | Adrian Saherwan, S.H Penata Tk. I/ Panitera Anggota
II.d Muda
NIP.198209132008051001 Perdata
7 | Henny Anggraini, S.H. Penata Tk. I/ Panitera Anggota
II.d Muda Hukum
NIP. 197906302009042003
8 | Iwan Uripno Penata/ Ill.c Panitera Anggota
Muda Pidana
NIP. 196707151992031002
9 | Erlina, A.Md., Kep. Penata Muda Kasubbag Anggota
Tk. I/ IIL.b Umum dan
NIP. 197910052010012023 Keuangan
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10 | Sri Wahyuni Pengatur Jurusita Anggota
Muda Tk. I / Pengganti/
NIP. 198405022014082002 ILb Plt. Kasubbag
Kepegawaian,
Organisasi,
dan Tata
Laksana

Ditetapkan di Tembilahan

Pada tanggal 10 Januari 2022

EGERI TEMBILAHAN KELAS II,
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